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PENDAHULUAN

1.1 Latar Beakang Pendlitian

Reformasi keuangan pemerintah telah mengusung @agésntang
perlunya akuntabilitas, profesionalitas serta tpansnsi dalam pengelolaan
keuangan negara. Susul menyusul lahirnya tiga pak@hng-undang keuangan
negara—meliputi  Undang-undang Keuangan Negara, férdadang
Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Peanerik&euangan—
merupakan perwujudan awal niat baik pemerintah joepengelolaan keuangan
negara secara lebih baik.

Setelah gagasan dan niat, hal berikutnya yang ngguunadalah
tersedianya prosedur atau mekanisme yang jelas pgdtik di lapangan
terselenggara dalam koridor gagasan awalnya. Dakumeknis yang memadai
merupakan peranti yang penting dalam pencapaiaartigrsebut.

Instansi pemerintah sebagai salah satu unsur paTggdra pemerintahan
dan sebagai pengguna anggaran negara, wajib unalatkukan pengelolaan
keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanagas tpokok dan
fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaaejigtrgang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Dalam rangka itu diperlukaengembangan dan
penerapan sistem pertanggung jawaban yang tefs, jerukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pemlmnglapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dananggangjawab.
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Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa penyamlsgiaran keuangan dan
data kinerja secara reguler, mingguan, bulanamykainan, dan seterusnya.

Sesuai amanah UU Nomor 17 tahun tahun 2003 teitangngan Negara
pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwRreSiden menyampaikan RUU tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPRpbdaporan keuangan
yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatngane bulan setelah tahun
anggaran berakhir’

Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya melipagioran Realisasi
APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atgoraa Keuangan, yang
dilampiri laporan keuangan Instansi negara dan rbddmnya, sebagaimana
disebutkan dalam ayat (2) pasal 30 UU tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-UndnagoN@niahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2@) ry@myatakan bahwa
“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara keeamg menetapkan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara”.

Didalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahdvaegara pasal 55
ayat (1), ditegaskankan bahwaMénteri Keuangan selaku pengelola fiskal
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untsknghaikan kepada
Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawabelakpanaan APBN”
Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiderd&ep@K paling lambat tiga
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2004antent

Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2), menydiakea
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“Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja pegkat daerah selaku
pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atemnsdksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuisaksi pendapatan
dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya”.

Penjelasan atas Undnag-Undnag Republik IndonesiaoN@ Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa irfgamasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah plagat memenuhi prinsip
transparansi - dan akuntabilitas, perlu diselenggarakSistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistemmnédnsi Pusat (SiAP) yang
dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan SisteontAnsi Instansi (SAl)
yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan tersebbagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan NegaraKagrutusan Presiden
tentang pelaksanaan APBN tersebut diatas, maka pdruat mekanisme dan
peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Raporan Keuangan
Instansi.

Banyak organisasi atau instansi di lingkungan pertadr, yang tanggung
jawab utamanya adalah menyelenggarakan tugas peagatian pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Pusat PengembangatarBenGuru merupakan
salah satu instansi yang ada di tingkat satuare k#an Pusat Pengembangan
Penataran Guru ini merupakan unit pelaksana tefinilmgkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen d3ikebn) Departemen
Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Negara/lagyab Pendidikan

Nasional.
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Di Kota Bandung ini terdapat tiga Pusat Pengembargnataran Guru
yakni Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA, Paegembangan Penataran
Guru Tertulis, dan Pusat Pengembangan PenataranT@knologi.

Untuk pengelolaan keuangan di Pusat PengembangaataPen Guru
tersebut baik penyusunan laporan realisasi anggageapun penyusunan neraca
maka didasarkan pada Peraturan Pemerintah Regdottkesia Nomor 8 Tahun
2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inst®esnerintah serta
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NorB6r Tahun 2005
Lampiran 1l Tentang Sistem Akuntansi Instansi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonisiaor 59 Tahun
2005 Pasal (6) dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun lapd@mangan berupa

Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realis&sggaran yang

merupakan hasil penggabungan laporan keuangan selunit Direktorat

Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di tinggasat maupun

daerah.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Mentrakgan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 pasal (Bhtayakan bahwaSistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akustdfusat (SAPylan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI).”

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh
Departemen/Kementerian Negara/Lembaga. Mereka miadakpemrosesan data
yang akan menghasilkan Laporan Realisasi AnggamariNéraca. Data akuntansi

dan laporan keuangan tersebut secara berkala difeanpsecara berjenjang

kepada unit akuntansi diatasnya. Pada tingkat Klatia akuntansi tersebut selain
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disampaikan kepadait akuntansi eselon juga wajib disampaikan kepada KAR
setempat sebagai bahan rekonsiliasi data. Hashs#lkasi KAR disampaikan ke
BAKUN yaitu kepada@Pusat AKLAP dan Pusat AKBIA

BAKUN membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusatiasarkan
laporan keuangan dari instansi (Departemen/KemanteNegara/Lembaga)
berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. §adgroran Arus Kas dibuat
oleh BAKUN berdasarkan laporan dari KAR.

Setiap hari KAR menerima dokumen sumber dari KPKALa letak dan
peralatan yang mendukung aliran proses dapat pkana dengan mudah.
Sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih dexsdengan jumlah yang
cukup banyak. Perencanaan, bisa saja dilakukanademgm-break down target
waktu yang diamanahkan Undang-Undang menjadi poin-pkebutuhan
sumberdaya dan waktu yang optimal untuk menyelesaja. Secara khusus,
BAKUN akan mampu membuat Laporan Keuangan PemériRiasat dengan
kualitas yang prima dan dengan tepat waktu dapatrahkan kepada konsumen
(Presiden, BPK, DPR, dan Masyarakat).

Jadi, pada dasarnya SAI (Sistem Akuntansi Instansijmerupakan suatu
sistem pelaporan penyelenggaraan akuntansi di d@ingkkementrian
Negara/Lembaga yang terkomputerisasi karena vadasi volume kegiatan
pemerintah khususnya instansi dari waktu ke waldnastiasa mengalami
peningkatan. Pengolahan transaksi keuangan seaamaaitentu sudah sangat
tidak memadai lagi bila terus diikuti. Di sisi ladkemudahan dalam menggunakan

komputer terbukti membuat kerja manusia lebih masgtan sangkil, sehingga
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menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat afangepada komputer
merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.

SAIl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)bagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan Sidtentansi Barang Milik
Negara (SABMN) sebagai pertanggungjawaban pesait@an BMN.

Tapi, walaupun pada dasarnya mutu peraturan pemghrgadangan yang
menjadi dasar kerja itu telah memadai, masih sa&atan terjadinya
penyalahgunaan uang publik, karena para anggotatapgemerintah sangat
ditentukan oleh persepsi, wawasan dan profesionalisara perumus peraturan
perundang-undangan tersebut yang tentunya kemudiinti oleh berbagai
kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasdalam suatu instansi sesuai
bidang tanggung jawab fungsional masing-masingh @krena itu suatu aturan
atau sistem penyelenggaraan dan pelaporan akuritanss diimbangi dengan
peningkatan Sistem Pengendalian Intern.

Standar pada dasarnya merupakan alat untuk memafsisielaporan yang
semakin transparan dan akuntabel. Oleh karenaalandpelaksanaannya, Sitem
Akuntansi Instansi ini tentunya harus diikuti demgalanya pengendalian intern
karena masih terdapat kelemahan dalam Sistem Paaigen Internal (SPI) dan
terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan pergadahangan Kelemahan SPI
diantaranya disebutkan bahwa Sistem Aplikasi titldintegrasi, LKPP tidak
disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pusat yeladp tditetapkan, dan

pengeluaran renovasi aset tetap instansi penggiakadikapitalisasi.
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Dalam PP No. 8 Tahun 2006, Bab Xl Pasal 33 ayatnf&nyatakan
bahwa

Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dameria

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah isgtiap Entitas

Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakaneB8isPengendalian

Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundarggngan terkait.

Pusat Pengembangan Penataran Guru, sebagai salah inssansi
pemerintah, yang juga merupakan penyelenggara ahksint untuk
pertanggungjawaban keuangan kementrian negara/ggmbguga harus
melaksanakan suatu sistem penyusunan dan pelap&rartansi yang sesuai
dengan Sistem Akuntansi Instansi, karena dalankgef@an sistem akuntansinya
Pusat Pengembangan Penataran Guru ini termasulalken dJnit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satusnak

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban penyusunan peééaporan
Laporan Keuangan yang berupa laporan realisasiaaaggdan neraca dengan
standar peraturan yang telah digariskan dan unt@nghindari terjadinya
penyimpangan atau kecurangan dalam hal penggunaag publik (public
money)maka pemerintah telah mengaturnya derf@garaturan direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/20@éntang Pelaksanaan Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yarnsi bBelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/lganbahun Anggaran
2006 sehingga akan tercipta bentuk pertanggunggvalang transparan dan

kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik dalam akan sesuai dengan

Sistem Akuntansi Instansi. Guna mewujudkan haktarsdiperlukan dukungan
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efektivitas pengendalian intern yang optimal tetagenyataannya berdasarkan
hasil pengamatan sementara peneliti di bagian nrksaangan menunjukkan
bahwa Sistem Pengendalian Intern belum dapat tedvsgcara optimal, hal ini

dapat dibuktikan dari beberapa fenomena sebagéuber

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan yang sudah mulairagikan
dalam tahun anggaran 2005 merupakan instrumen gangat
penting untuk mendukung pelaksanaan dan pertangualgan
APBN yang akurat dan tepat waktu. Walaupun demikss
masih memiliki kelemahan yakni dalam hal terjadirkgsalahan
penginputan data. Misalnya dalam menginput data 8&MSP2D.
Dalam data Rekap SPM dan SP2D di PPPG IPA misaBiyap
untuk pembayaran gaji bulan Januari 2007 sebesar Rp
277.968.100 sedangkan yang seharusanya 279.493sgblngga
kekurangannya sebesar Rp. 1.525.800,- harus dmajuE@M
kembali untuk pembayaran gaji susulan bulan Jar0&x7.

2. Pelaksanaan SAIl di lapangan masih terdapat bebdwm@pdala
yang menghambat kelancarannya terutama dalam ré&sndata
antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaramdkét Satuan
Kerja dengan KPKN. Seharusnya semua transaksi yanadi
harus di rekonsiliasi seluruhnya muali dari noman danggal
SPM, nomor dan tanggal SP2D, uraian pengeluargrskds nilai
nominalnya, karena walaupun data telah dikirim KKl ternyata
masih dapat dilakukan perubahan data sebelum dasebut
dikirim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggarargkat
Kota. Sehingga, berdampak pula ketepatan waktu i
laporan keuangan ke kantor pusat DJPBN. Misalny2RRG IPA
dari periode Januari - Juli 2007 telah dilakulsmianyak 126
transaksi mulai dari SPM no. 00001/149641/2007 dahgb

Desember 2006. sedangkan uraian pembayaran teddiri
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pembayaran gaji, pembayaran honorarium, pembayeoakshop,
pembayaran penyelenggaraan diklat, pembayaran wangport,
pengadaan barang, belanja inventaris, pembayarag makan

karyawan dan lain-lain

3. Pengendalian Intern yang masih lemah (data sunddembdicatat,
validasi& rekonsiliasi belum berjalan dan pelapotagrjenjang
belum optimal). Misalnya uraian untuk pembayararauat
pengeluaran kas tidak lengkap dan penggantian parggdiaan

tidak dirinci penggunaannya secara lengkap

12 Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskasalah-masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan SAIl (Sistem Akuntastnsi) di
Tingkat Satuan Kerja pada Pusat Pengembangan Pan&aru di Kota
Bandung.

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan Efektivitas Pengandatern pada
Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruh SAl (Sistem Akuntansi Instagisijingkat Satuan
Kerja terhadap peningkatan Efektivitas Pengenddimern pada Pusat

Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.
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1.3  Tujuan Pendlitian

Ada pula tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksaB#l (Sistem
Akuntansi Instansi) di tingkat satuan kerja yanigldianakan oleh Pusat
Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksamrdektivitas
pengendalian intern pada Pusat Pengembangan Ren&aru di Kota
Bandung.

3. Untuk mempelajari dan menilai pengaruh SAI (Sistéiantansi Instansi)
di tingkat satuan kerja terhadap peningkatan efék8 pengendalian

intern pada Pusat Pengembangan Penataran GuruadBidodung.

1.4  Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bergbagi kepentingan

akademik maupun bagi dunia praktis sebagai berikut

141 Kegunaan Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya atauamieah ilmu
pengetahuan penulis khususnya di bidang penyusudan pelaporan

penyelenggaraan akuntansi Instansi Pemerintah sesgai dengan SAI (Sistem
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Akuntansi Instansi) dalam upaya peningkatan efglvsistem pengendalian

intern.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan penelitian ini dalam dunia igrakialah diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap panpfpara pimpinan di
Pusat Pengembangan Penataran Guru yang beradéad8&adung) dalam upaya
penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan akunitastsinsi yang sesuai
dengan implementasi Sistem Akuntansi Instansi ggain memungkinkan
peningkatan efektivitas pengendalian intern, yaadapakhirnya akan mampu
meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesion@iaparat dengan menekankan
pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemeripéaly efektif efisien,

responsive, transparan dan akuntabel.

15 Kerangka Pemikiran, Asums dan Hipotesis

151 KerangkaPemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mewujudkantabilitas
dan transparansi di lingkungan pemerintah, setiggngelola keuangan
kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggapn menyampaikan
laporan pertanggungjawaban keuangan secara alamaiprehensif, dan tepat
waktu. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggwagjan dan pelaporan

keuangan instansi pemerintah harus menerapkamtfdtantansi Instansi (SAI),
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sistem ini merupakan instrumen pertanggungjawabamg yakurat dan tepat
waktu. SAl merupakan sistem akuntansi yang merupagadoman dalam
penyusunan dan pelaporan laporan keuangan Instansi.

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAl) men®etaturan Menteri
Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 ayat,(86pagai berikut

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disel@Al, adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang terkongagemulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sadg®an pelaporan
posisi  keuangan dan operasi keuangan ~pada Kenanteri

Negara/Lembaga.

Adapun definisi dari Instansi Pemerintah itu sanpanenurutPeraturan
Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2088alah sebagai berikut :

Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatlapublik

Indonesia yang menurut peraturan perundangan yergkh terdiri dari:

Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Nonarspen,

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Be&ddr (meliputi:

Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udaragkatan Laut),

Kepolisian Republik Indonesia. Kantor Perwakilanm@entah RI di Luar

Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahanirfdip Perangkat

Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badanykiyang dibiayai

dari anggaran negara.

Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan olehmédggerian
negara/lembaga dengan memproses transaksi keugaggrmeliputi arus uang
maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntangid®gungjawaban anggaran
dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang

Unit akuntansi keuangan terdiri dari :

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingKaintor Pusat

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggran EselQrAPPA-E1)
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Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Kota (RARV)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)mjitat satuan kerja
Unit akuntansi barang terdiri dari :
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di tingkahka Pusat
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang EseloiPRB-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Kota (UAMPB
unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dikat Satuan Kerja
Dari hierarki unit-unit akuntansi yang membentukst&n Akuntansi
Instansi tersebut diatas, terlihat bahwa Sistemnfdasi Instansi ini merupakan
suatu sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pangnjang mulai dari
tingkat paling bawah yakni di tingkat satuan k€t&AKPA) hingga yang terakhir
di tingkat kantor pusat (UAPA), sehingga untuk méathg terwujudnya sistem
pertanggungjawaban dan pelaporan yang akuntabekaparan dan tepat waktu
dalam rangka mewujudkan good governance maka dkzerladanya efektivitas
pengendalian intern yang dijalankan, hal ini pefiakukan untuk menghindari
terjadinya penyelewengan serta menjamin kebenaapordn keuangan suatu
instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhatappublik(public money)
Pusat Pengembangan Penataran Guru merupakankuntt@asi instansi
di tingkat satuan kerja (UAKPA). Dalam pelaksanaemtem akuntansi, menurut
Peraturan direktur Jenderal Perbendaharaan NomR+2RHE’B/2005, dinyatakan

bahwa'Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi Kenterian
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Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang mala&kan fungsi akuntansi

dan pelaporan keuangan”.

Verifikasi dan Rekonsiliasi tingkat Satuan Kerjaemarut Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-22(RB/ adalah sebagai
berikut :

Petugas akuntansi memproses dokumen anggaran, dokwumber
pengeluaran dan penerimaan untuk menghasilkantrdaisaksi. Selanjutnya data
transaksi tersebut diverifikasi dengan dokumen simfa, sehingga seluruh
transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengammeEn sumber yang ada.
Selain itu petugas akuntansi melakukan penerimaa tlansaksi BMN dalam
bentuk jurnal aset tetap dan persediaan dari uaintansi kuasa pengguna
barang. Selanjutnya dilakukan proses posting umignghasilkan data buku
besar. Berdasarkan data buku besar, dapat disapenah keuangan. Laporan
keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukaroses rekonsiliasi
dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsilideadgkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR). Laporan keuangan beserta ADIsilheekonsiliasi setiap
bulan dikirim ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1 untuk ddukan penggabungan.

Dokumen sumber yang digunakan di tingkat kantoypkopantara lain:

a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari :
 Estimasi Pendapatan yang dialokasikan;
 Realisasi Pendapatan: SSBP, RKP.

b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari :

« Alokasi Anggaran DIK, DIP, SKO dan dokumen laang dipersamakan;
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* Realisasi Pengeluaran : SPM, RKP.

c. Dokumen Piutang.

d. Memo Penyesuaian.

e. Dokumen Persediaan.

f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan.

Menurutl Al dalam SPAP (2001; 319.2)pengendalian intern didefinisikan
sebagai berikut :

Pengendalian intern merupakan suatu proses \ygatardian oleh dewan

komisaris, Pimpinan dan personil lain. Entitas yadglesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaiangidongan tujuan
berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (lektesitas dan efisiensi

Instansi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraguaag berlaku.

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intersendiri, seperti yang
dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Rdpuidionesia (PMK Nomor
59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (28) tentang Sistem nédasi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat), adalah sebagai berikut

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses ggremgaruhi oleh

Pimpinan yang diciptakan untuk memberikan keyakigang memadai

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatarhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalanajemylaporan
keuangan pemerintah.

COSO'’ Internal Control Integrated Framework menkatapengendalian
intern terdiri dari 5 komponen yang dirancang ddakdanakan oleh Pimpinan
untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuanggretalian dapat
terpenuhi (Arens dkk, 2006:274).

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment)

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)



Pendahuluan 16

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communaas)
5. Pemantauan (Monitoring)

Dengan adanya pengendalian intern yang memadandaigkat satuan
kerja instansi pemerintah, memungkinkan dihasilganmformasi yang dapat
dipercaya tentang posisi keuangan suatu Instansig yaerguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatarkeuangan pemerintah
pada jenjang diatasnya secara efisien dan sesngangadwal pelaporan sampai
dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)gjkat Kantor Pusat.

Suatu instansi pemerintah baik Unit Akuntansi Pengg Anggaran
(UAPA) di tingkat Kantor Pusat, Unit Akuntansi Pesniu Pengguna Anggran
Eselon | (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pembantu PemgguAnggaran Kota
(UAPPA-W), sistem penyusunan dan pelaporan pertamggwabannya akan
bergantung pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Aagg@&JAKPA) di tingkat
satuan kerja karena Sistem Akuntansi Instansi adapdasarnya merupakan
sistem penyusunan dan pelaporan akuntansi yangniaerg dan sistem pelaporan
ini_ harus dilengkapi dengan riviu aparat pengawdsrnal dan surat pernyataan
tanggung jawab.

Untuk itu Sistem Akuntansi Instansi harus diimbdadgngan adanya
peningkatan efektivitas penegndalian intern dertyarulai di jenjang yang paling

bawah.
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_____________________

Efektivitas
Pengendalian
Intern
Y

_____________________

Gambar 1.1
Model kerangka pemikiran Pengaruh Sistem Akunthssansi (SAI)
Terhadap Peningkatan Efektivitas Sistem Pengemdkdtarn
152 Asums
Asumsi merupakan sebuah titik tolak pemikiran yakgbenarannya
diterima oleh penyelidik (menurut Surachman dalamkukito: 1998: 6).
Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian inieda
 Sistem dan prosedur yang berlaku dalam proses [Bagg@raan
akuntansi di instansi Pusat Pengembangan Pendiamranyang berada di
Kota Bandung, tidak mengalami perubahan dan dapethdmi oleh
Pegawai.
e Instansi telah menetapkan standar dan prosedua kmmg didasarkan

pada Sistem Akuntansi Instansi.

1.5.3 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diédgpskan sebagai

berikut;
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Hipotesis 1: Sistem Akuntansi Keuangan (SAS€ara parsial berpengaruh positif
terhadap peningkatdtfektivitas Pengendalian Intern

Hipotesis 2:Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABM$8cara parsial
berpengaruh positif terhadap peningkakdektivitas Pengendalian
Intern

Hipotesis 3: Sistem Akuntansi Instansi (SABcara simultan berpengaruh positif

terhadap peningkatdtfektivitas Pengendalian Intern

1.6 = Lokas dan Waktu Penelitian
1.6.1 Lokas Pendlitian

Tempat atau lokasi penelitian yang penulis laksanakaitu di Pusat
Pengembangan Penataran Guru yang berada di KothuBgn
1.6.2 Waktu Pendlitian

Waktu penelitian yang penulis laksanakan di PuBahgembangan
Penataran Guru yang berada di Kota Bandung adadh pulan Februari 2007

sampai dengan selesai.



